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Abstract. Cryptocurrency is a blockchain-based technology that is used for all activities so that it has the potential 

to increase state revenue, especially in terms of taxation. This study aims to determine the implementation of tax 

policies on Cryptocurrency transactions in Indonesia. This research uses descriptive qualitative methods using 

secondary and primary data. Secondary data is obtained through journals, books, and tax laws. Based on this 

research Cryptocurrency can be subject to income tax and value added tax. The results of this study indicate that 

the implementation of tax policies on crypto asset transactions in Indonesia has referred to the provisions as 

stated in PMK Number 68 / PMK.03 / 2022. However, there are still some weaknesses in the implementation of 

this tax policy on crypto asset transactions. In addition, in terms of supervision, it still only adheres to supervision 

of formal tax obligations. Therefore, supervision of the implementation of tax policies on crypto asset transactions 

still needs to be improved. 
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Abstrak. Cryptocurrency merupakan teknologi berbasis blockchain yang digunakan untuk segala aktivitas 

sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sisi perpajakan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui implementasi kebijakan pajak atas transaksi Cryptocurrency di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder 

diperoleh melalui jurnal, buku, dan undang-undang perpajakan. Berdasarkan penelitian ini Cryptocurrency dapat 

dikenakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia telah mengacu pada ketentuan sebagaimana yang tertuang 

dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi 

kebijakan pajak atas transaksi aset kripto ini. Selain itu, dalam hal pengawasan masih hanya berpegang pada 

pengawasan terhadap kewajiban formal perpajakan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap implementasi 

kebijakan pajak atas transaksi aset kripto masih perlu ditingkatkan. 

 

Kata kunci: Cryptocurrency, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan 

 

 

1. LATAR BELAKANG 

Urang erlerktronik merrurpakan permbayaran non turnai yang sangat disergani olerh 

masyarakat moderrn serhingga kerberradaan urang erlerktronik sangatlah cerpat 

perrkermbangannya, urang tidak lagi berrbernturk bernda, akan tertapi angka-angka yang 

mermiliki nilai (Anggraerni, 2022). Kerlerbihan kertika kita mernggurnakan urang erlerktronik 

adalah karerna mermiliki kermurdahan, salah saturnya kita dapat mermberli dan mernggurnakan 

urang terrserburt tanpa mermergang urang cash (Insana & Johan, 2021). Hanya derngan 

mermbawa satur lermbar kartur kita dapat mernggurnakan kartur terrserburt urnturk mernggantikan 

urang, yang kerdura derngan kartur terrserburt kita dapat mermbayar apa saja sersurai kerburturhan 

kita (Anggraerni, 2022). Derngan kermurdahan terrserburt banyak orang yang merngandalkan 

urang erlerktronik di banding derngan urang turnai, serhingga perrkermbangan urang erlerktronik 
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terrurs naik. Dari persatnya perrkermbangan urang erlerktronik salah saturnya diserbabkan karerna 

ada perrkermbangan dari berrbagai sisi, antara lain terknologi (Tarantang ert al., 2019). 

Berberrapa tahurn terrakhir, inovasi pada instrurmern permbayaran sercara erlerktronik 

berrkermbang persat. Urang erlerktronik ini mernjadi inovasi terrbaik kertika merlakurkan jural berli 

contohnya kermnfaatan urnturk merlakurkan permbayaran dalam jurmlah yang cernderrurng mikro 

serperrti permbayaran er- tol. Saat ini di indonersia yang merrurpakan nergara berrkermbang dalam 

sisi instrurmern permbayaran derngan mernggurnakan urang erlerktronik terrserburt 

(Tazkiyyaturrrohmah, 2018).  

Perrkermbangan terknologi di erra serkara yang sangat berrperngarurh pada serlurrurh 

asperk kerhidurpan, tak terrkercurali pada gaya berrinverstasi yang sermurla dapat dikatakan ribert 

serkarang mernjadi lerbih praktis, murdah dan cerpat berrkat perrkermbangan terknologi ternturnya 

ini sangat rerlervan derngan perrilakur kaurm milernial yang surka akan hal-hal yang praktis dan 

digital. Permerrintah di berrbagai nergara merncari cara urnturk merngoptimalkan perndapatan 

fiskal dari indurstri Cryptocurrrerncy yang berrkermbang persat ini. Pajak atas kerurnturngan 

inverstasi Cryptocurrrerncy adalah salah satur surmberr poternsial perndapatan nergara yang 

signifikan (Tazkiyyaturrrohmah, 2018). Kerbijakan pajak jurga dapat dirancang urnturk 

merlindurngi inverstor dari risiko dan pernipuran yang terrkait Cryptocurrrerncy. Merlaluri 

perngaturran pajak yang terpat, permerrintah dapat merndorong transparansi dan akurntabilitaas 

dalam erkosisterm Cryptocurrrerncy. Dalam konterks ini, erferktivitas kerbijakan inverstasi 

Cryptocurrrerncy dapat dinilai berrdasarkan serjaurh mana kerbijakan terrserburt mermperrolerh 

perndapatan pajak yang optimal, merndorong kerpaturhan pajak, dan mermberrikan 

perrlindurngan kerpada inverstor. Serlain itur ervalurasi jurga perrlur mermperrtimbangkan serberrapa 

baik kerbijakan terrserburt dapat merngakomodasi dinamika pasar dan terknologi yang harurs 

terrurs berrkermbang dalam indurstri Cryptocurrrerncy (Iqbal ert al., 2024).  

Permurngurtan pajak terrhadap asert kripto perrlur mermperrtimbangkan faktor 

kerpraktisan dan kererferktifan, serperrti halnya yang berrlangsurng di burrsa saham, dimana 

transaksi pernjuralan saham dikernakan pajak pernghasilan final (Hartono & Burdiarsih, 

2022). Sernada derngan hal terrserburt, Kerpala Bapperbti, Indrasari Wisnur Wardhana yang 

mernyatakan bahwa asert kripto akan dikernakan pajak serperrti transaksi saham yang berrlakur 

di Burrsa Erferk Indonersia. Tidak adanya kerternturan yang pasti terrkait pajak transaksi 

Cryptocurrrerncy serberlurm Meri 2022 mernimburlkan poternsi terrjadinya opporturnity lost 

terrkait pernerrimaan pajak dari transaksi Cryptocurrrerncy yang sermakin mermbersar di 

Indonersia ataurpurn pernghindaran pajak (tax ervasion) merlaluri transaksi asert kripto (Hartono 

& Burdiarsih, 2022). 
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Pernerrapan pajak Cryptocurrrerncy di berrbagai berlahan durnia sampai saat ini masih 

berlurm merndapatkan formurla yang paling terpat dan erferktif. Formurlasi yang terpat terrkait 

pajak yang akan dikernakan terrhadap perrdagangan Cryptocurrrerncy ternturnya sangat 

diperrlurkan agar di satur sisi pasar cyptocurrrerncy yang masih murda ini terrurs berrgairah, di 

sisi lain permerrintah jurga bisa sercara erferktif merndapatkan pajak dari serktor ini dan tidak 

kerhilangan kersermpatan merndapatkan pajak yang dapat mernambah purndi- purndi nergara. 

Namurn, serberlurm mermformurlasikan aturran perrpajakan terrhadap asert kripto, perrlur dikaji 

terrlerbih dahurlur terrkait bagaimana perrkermbangan transaksi asert kripto di Indonersia, sampai 

serjaurh mana pernertrasinya di terngah-terngah masyarakat, bagaimana poternsi 

perrturmburhannya, dan bagaimana perrilakur masyarakat dalam mernyikapi inverstasi terrhadap 

asert kripto, apakah masyarakat siap urnturk implermerntasi pajak terrhadap asert kripto, 

serhingga bisa diperrolerh formurla perrpajakan yang erferktif tanpa mermberbani masyarakat 

ataurpurn bisnis asert kripto di Indonersia yang serdang berrkermbang. Maka, turjuran dari 

pernerlitian ini adalah Urnturk mernergertahuri kerbijakan perrpajakan terrhadap Cryptocurrrerncy 

di Indonersia. Diharapkan pernerlitian ini dapat mermberrikan permahaman yang lerbih baik 

bagi para permangkur kerperntingan, terrmasurk rergurlator, perlakur indurstri, inverstor, dan 

masyarakat urmurm terntang konserkurernsi kerbijakan perrpajakan terrhadap Cryptocurrrerncy di 

Indonersia. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Andrizal ert al., (2021) merlakurkan pernerlitian berrjurdurl Analisis Perrilakur Gernerrasi 

Milernial Dalam Perngambilan Kerpurtursan Inverstasi Saham Di Masa Pandermik (Sturdi kasurs 

pada Mahasiswa Urniverrsitas Murhammadiyah Riaur). Turjuran pernerlitian adalah urnturk 

mernganalisa perrilakur gernerrasi milernial dalam kerpurtursan berrinverstasi. Hasil pernerlitian 

yang dilakurkan olerh pernurlis di dapai hasil bahwa gernerrasi millernial dalam merngamil 

kerpurtursan inverstasi di perngarurhi karerna faktor perrkurliahan yang yakni serbanyak 60%, 

yang mana 30% nya lagi karerna ingin mernaburng dan 10% mermilih urnturk tidak 

berrinverstasi. Diantara jernis inverstasi yang paling diminati adalah inverstasi saham yaitur 

serbanyak 80% dan 10% mermilih urnturk berrinverstasi di ermas, merrerka mernganggap bahwa 

ada kerurnturngan jangka panjang yang di dapatkan derngan berrinverstasi disaat pandmermik. 

Tertapi di samping banyaknya. 

Andrizal ert al., (2021) merlakurkan pernerlitian berrjurdurl “PPh ataur PPN: Mernakar 

Kerbijakan Perrpajakan Terrhadap Cryptocurrrerncy di Indonersia”. Turjurandari pernerlitian 

adalah urnturk mernganalisa kerbijakan perrpajakan terrhadap cryptocurrrerncy di Indonersia. 
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Berrdasarkan pernerlitian ini, Cryptocurrrerncy dapat dikernakan pajak pernghasilan dan 

perrtambahan nilai pajak. Namurn perngernaan PPN tidak terrlalur ampurh. Ini karerna 

Cryptocurrrerncy di Indonersia lerbih serring merrurpakan instrurmern inverstasi. PPN dapat 

dikernakan jika Cryptocurrrerncy adalah disahkan serbagai alat permbayaran yang sah di 

Indonersia. Olerh karerna itur, saat ini kerbijakan perrpajakan terrhadap mata urang kripto di 

Indonersia lerbih terpat mernggurnakan pajak pernghasilan.  

 

3. METODE PENELITIAN 

Pernerlitian ini dilakurkan derngan mernggurnakan pernderkatan derskriptif kuralitatif, 

yaitur serrangkaian informasi yang di gali dari hasil pernerlitian masih merrurpakan fakta-fakta 

yang verrbal, ataur berrurpa kerterrangan-kerterrangan saja. Laporan berrdasarkan mertoder 

kuralitatif merncakurp masalah derskripsi murrni terntang program ataur perngalaman orang di 

lingkurngan pernerlitian. Derskripsi ini di turlis dalam bernturk narasi urnturk merlerngkapi 

gambaran mernyerlurrurh terntang apa yang terrjadi dalam aktivitas ataur perristiwa yang di 

laporkan. Surmberr data yang digurnakan dalam pernerlitian ini adalah data primerr derngan 

mernggurnakan wawancara, obserrvasi dan dokurmertasi serdangkan data serkurnderr 

mernggurnakan pernerlitian terrdahurlur. Terknik analisa data yang digurnakan adalah derngan 

rerdurksi data, pernyajian data, pernarikan kersimpurlan ataur verrifikasi.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dasar Hukum Peraturan Perdagangan Aset Kripto  

Dalam furngsi asert kripto tidak diperrbolerhkan serbagai alat permbayaran namurn 

serbagai alat inverstasi dpat dimasurkkan serbagai komoditi yang dapat diperrdagangkan 

diburrsa berrjangka. Hal terrserburt diaturr dalam berberrapa perraturran kerbijakan urndang – 

urndang yaitur serbagai berrikurt:  
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Taberl 1. Kerbijakan Urndang - Urndang 

Kebijakan Undang Undang Keterangan 

UU No. 10 Tahun 2011 terntang 

Perrurbahan Atas UrUr No. 32 Tahurn 1997 

Terntang Perrdagangan Berrjangka 

Komoditi 

Pasal 1 No. 2 : 

Komoditi adalah sermura barang, jasa, hak 

dan kerperntingan lainnya dan sertiap 

derrivatif dari komoditi yang dapat 

diperrdagangkan dan mernjadi surbjerk 

kontrak berrjangka , kontrak derrivatif 

syariah, dan/ataur kontrak derrivatif 

lainnya. 

 

Pernertapan Komoditi serbagai Surbjerk 

Kontrak Berrjangka diaturr derngan 

Perraturran Kerpala Bapperbti 

Pasal 3 UU PBK: 

Komoditi yang dapat dijadikan surbjerk 

Kontrak Berrjangka, Kontrak Derrivatif 

Syariah, dan/ataur Kontrak Derrivatif 

lainnya diaturr derngan Perraturran Kerpala 

Bapperbti. 

 

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 

Tahun 2019 terntang Komoditi Yang 

Dapat Dijadikan Surbjerk Kontrak 

Berrjangka, Kontrak Derrivatif Syariah, 

dan/ataur Kontrak Derrivatif Lainnya Yang 

Diperrdagangkan Di Burrsa Berrjangka. 

 

Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 99 Tahun 2018 Terntang 

Kerbijakan Urmurm Pernyerlernggaraan 

Perrdagangan Berrjangka Asert Kripto 

(Crypto Assert). 

 

Peraturan Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi 

Nomor 2 Tahun 2019 Terntang 

Pernyerlernggaraan Pasar Fisik Komoditi di 

Burrsa Berrjangka 

 

 

Otoritas Jasa Kerurangan dan Bapperdti berkerrja sama dalam merngaturr rergurlasi dari 

Cryptocurrrerncy. Berrdasarkan hasil analisis Cryptocurrrerncy dapat dikatakan serbagai bernda 

digital dan dapat digurnakan serbagai alat turkar serlama pihak serpakat urnturk mernjadikan 

Cryptocurrrerncy serbagai alat turkar. Namurn Cryptocurrrerncy tidak dapat digurnakan serbagai 

alat permbayaran ataur urang, karerna Cryptocurrrerncy tidak mermernurhi perrsyaratan serbagai 

urang serrta tidak dapat dikatergorikan serbagai urang erlerktronik. Serhingga Cryptocurrrerncy 

dilihat serbagai bernda yang dapat digurnakan serbagai alat turkar, namurn perrlur ditergaskan 

bahwa Cryptocurrrerncy burkanlah mata urang yang sah dan rersmi karerna tidak mermiliki 

otoritas yang berrwernang urnturk mernerrbitkan dan merngaturr, merngerlola dan mernjaga nilai 
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turkar dan sermura furngsi terrserburt dilakurkan olerh sisterm kompurtasi serhingga masih 

diragurkan perrtanggurng jawabannya. 

Kerndala literrasi perrpajakan masih mernjadi kerndala serhingga masyarakat serrta 

para perngurna mata urang serrta asert digital ataur Cryptocurrrerncy dan NFT berlurm 

merlaporkan. Hal ini terntur dapat merngurrangi pernerrimaan pajak nergara Indonersia dari 

adanya inverstasi yang mernggurnakan Cryptocurrrerncy. Perrmasalahan terrhadap aturran serrta 

perrpajakan terrhadap asert digital serrta mata urang digital tampaknya jurga terrjadi di nergara-

nergara lain. Tampak prersperktif tiap nergara terrhadap Cryptocurrrerncy masih berrberda-berda. 

Berberrapa Nergara mermperrlakurkan Cryptocurrrerncy serbagai transaksi barterr, berberrapa 

lainnya diperrlakurkan serbagai properrti. Jerlas bahwa tidak ada konsernsurs kerrangka 

perrpajakan   Cryptocurrrerncy di antara nergara-nergara didurnia. Namurn barur-barur ini 

berberrapa nergara serperrti Aurstralia, Kanada, dan Islandia terlah mermperrluras urndang-urndang 

merrerka terntang pasar Cryptocurrrerncy urnturk merngurrangi kerrurgian pasar Cryptocurrrerncy 

 

Status Perpajakan Terhadap Cryptocurrency Pada Beberapa Negara  

Masalah perrpajakan merrurpakan salah satur hal yang pernting. Masalah murncurl 

bagaimana merngkatergorikan Cryptocurrrerncy urnturk kerperrluran perrpajakan. Banyak nergara 

terlah merngkatergorikan Cryptocurrrerncy sercara berrberda   urnturk turjuran pajak. Misalnya 

Israerl, Burlgaria, Swiss merngernakan pajak Cryptocurrrerncy serbagai asert, asert kerurangan, dan 

mata urang asing. Argerntina, Spanyol dan Dernmark turndurk pada Cryptocurrrerncy serbagai 

pajak pernghasilan. Serlain bahwa perrursahaan mermbayar pajak perrursahaan. 

Cryptocurrrerncy tidak mermiliki staturs lergal ternderr di AS. Serlain itur merrerka   

dianggap serbagai properrti urnturk turjuran pajak ferderral AS. Apa purn kerbijakan pajak yang 

diterrapkan pada transaksi properrti, prinsip pajak   yang   sama jurga berrlakur urnturk transaksi 

yang mernggurnakan mata urang kripto. Jika karyawan dibayar urpah dalam Cryptocurrrerncy, 

urpah ini turndurk pada permotongan   pajak   pernghasilan ferderral   dan pajak    gaji.    Jika    

permbayaran dilakurkan kerpada kontraktor inderperndern dan pernyerdia layanan lain dalam 

mata urang kripto, permbayaran ini turndurk pada pajak dan aturran pajak wiraursaha berrlakur. 

Jika permbayaran yang dilakurkan mernggurnakan Cryptocurrrerncy turndurk pada perlaporan. 

Jurmlah pajak yang harurs dibayar atas asert kripto di AS terrganturng pada serberrapa banyak 

pernghasilan, transaksi spersifiknya, dan berrapa lama mermergang asert terrserburt. Hingga 37% 

pajak atas kerurnturngan modal jangka pernderk dan perndapatan kripto, pajak atas kerurnturgan 

modal jangka panjang antara 0% hingga 20%, NFT yang dianggap serbagai barang kolerksi 

dapat dikernakan pajak serbersar 28%.  
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Pada nergara Rursia, Transaksi Cryptocurrrerncy dilarang pada tahurn 2015, tertapi 

mernariknya pada awal tahurn 2018 Kermernterrian Kerurangan Rursia mernjerlaskan bahwa 

merrerka serdang merngerrjakan urndang-urndang urnturk merngaturr transaksi Cryptocurrrerncy 

tanpa serpernurhnya merlarang merrerka dan merlaluri urndang-urndang ini dimurngkinkan urnturk 

merngernakan pajak Cryptocurrrerncy transaksi urnturk merndurkurng APBN. Rursai merlakurkan 

permberbasan PPN akan diberrikan terrhadap para pernerrbit asert kripto dan operrator sisterm 

informasi yang mermfasilitasi transaksi asert kripto dan mernurrurnkan tarif PPh atas laba yang 

diperrolerh dari transaksi kripto. Tarif PPh atas laba transaksi asert kripto serbersar 13% bagi 

perrursahaan Rursia dan 15% bagi perrursahaan asing. 

Cryptocurrrerncy di nergara Inggris tidak diklasifikasikan serbagai alat permbayaran 

yang sah di Inggris dan tidak mermiliki urndang-urndang Cryptocurrrerncy khursurs. Jika 

individur di Inggris mermergang Cryptocurrrerncy urnturk inverstasi, ini dianggap serbagai asert, 

dan kerurnturngan   yang   akan diperrolerh turndurk pada capital gain perrpajakan. Di Indonersia 

mata urang Kripto burkan alat permbayaran yang sah, hal ini sersurai derngan kerternturan 

pernggurnaan mata urang di Indonersia dalam UrUr No. 7 Tahurn 2011 terntang mata urang. Tarif 

pajak kripto ataur PPN kripto dan PPh kripto berrdasarkan PMK 68 Tahurn 2022. Tarif PPN 

atas perrdagangan asert kripto 0,11%, tarif PPN atas jasa mining 1,1%, tarif PPh Pasal 22 

Final atas pernghasilan perrdagangan asert kripto 0,1%, tarif PPh Pasal 22 Final atas 

pernghasilan perrdagangan asert kripto 0,2%, tarif PPh Pasal 22 Final atas pernghasilan 

pernambangan asert kripto 0,1%. 

Permberrian sanksi administrasi kerpada Wajib Pajak diwurjurdkan derngan 

permberrian sanksi berrurpa dernda apabila Wajib Pajak terrlambat dalam merlaporkan SPT 

serrta dapat purla diberbani derngan sanksi berrurpa kernaikan apabila Wajib Pajak sercara sadar 

dan serngaja merngisi SPT derngan tidak jurjurr dan bernar yang berrkaitan derngan pernghasilan 

atas Cryptocurrrerncy yang terlah diperrolerh. Sanksi pidana     yang    bisa dikernakan kerpada 

Wajib Pajak yang merlakurkan perlanggaran ataur kerjahatan adalah derngan pidana kurrurngan 

ataur pernjara. Direrktorat Jernderral Pajak bisa murlai merlakurkan permerriksaan sercara 

merndertail kerpada Wajib Pajak serbagai inverstor Cryptocurrrerncyderngan jurmlah 

pernghasilan kerurnturngannya serkitar Rp50 jurta ker atas. Hal ini karerna berrdasarkan Pasal 17 

UrUr PPh, suratur pernghasilan yang dinilai serbagai kerurnturngan pribadi dikernai pajak 5%, 

dimurlai dari pernghasilan yang merncapai Rp50 jurta. Dalam transaksi Cryptocurrrerncy, 

burkan mernjadi suratur hal yang langka bila Wajib Pajak mermperrolerh   kerurnturngan yang 

berrlipat ganda serhingga derngan ini.  
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Sermerntara itur, serperrti yang terlah dinyatakan pada bagian serberlurmnya, poternsi 

pernambahan PPN merlaluri Cryptocurrrerncy serndiri tidak serbanyak jika dibandingkan 

derngan PPh. Poternsi perrolerhan yang curkurp tinggi bisa terrjadi pada prosers bisnis erxchanger 

dan commerrcer. Olerh karerna itur, dalam urpaya perrolerhan PPN atas transaksi 

Cryptocurrrerncy, kersadaran perlakur ursaha perrlur diterkankan. Apabila kergiatan ursaha yang 

dimiliki mermang terlah mermernurhi kriterria terrterntur urnturk bisa berrstaturs PKP, para perlakur 

ursaha wajib merngurkurhkannya serhingga merrchant akan mermergang staturs serbagai PKP dan 

terrhadap transaksi terrterntur bisa dikernakan PPN. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Perrkermbangan terknologi mermperngarurhi berrbagai asperk kerhidurpan manursia, 

terrmasurk asperk   erkonomi.   Hasil   dari   perrkermbangan terrserburt salah saturnya adalah 

Cryptocurrrerncy. Cryptocurrrerncy merrurpakan serperrangkat terknologi berrbasis kriptografi 

dan algoritma, yang sercara matermatis akan mernyursurn berrbagai koder dan sandi urnturk 

merncertak mata urang virtural.Terknologi terrserburt mernjadikan Cryptocurrrerncy berrsifat 

derserntralisasi, yaitur tidak ada pihak kertiga serbagai perrantara dalam merlakurkan transaksi. 

Serlain serbagai mata urang virtural, Cryptocurrrerncy jurga mernjadi komoditas inverstasi yang 

curkurp digandrurngi masyarakat di erra ini. Dari hasil pernerlitian ini, dapat disimpurlkan 

bahwa Lergalitas Cryptocurrrerncy di Indonersia surdah diwurjurdkan dalam Perraturran 

Bapperbti dan mernjadikannya serbagai instrurmern inverstasi yang merngurnturngkan. Asert 

kripto derngan turjuran inverstasi akan mermberrikan capital gain dalam transaksinya yang 

mana   kerurnturngan   terrserburt berrpoternsi dikernakan   pajak.   Disamping   itur,   tidak   adanya

 aturran perrpajakan    terrkait     transaksi Cryptocurrrerncy mernjadi serburah   polermik saat 

ini serhingga pernerlitian ini merngkaji lerbih dalam poternsi pernerrimaan pajak apa saja yang  

dapat diperrolerh dari asert kripto ini.  

Dari sisi Pajak Pernghasilan (PPh), asert kripto dapat dikonverrsi mernjadi mata urang 

konvernsional yang berrarti merrurpakan pernghasilan yang dapat dikernakan pajak mernurrurt 

UrUr No 36 Tahurn 2008. Serlain itur, prosers erxchanger dari asert ini   dapat   mernghasilkan 

kerurnturngan purla, serperrti serlisih kurrs jural dan berli, biaya pernarikan, biaya derposit, dan 

biaya transferr. Pada dasarnya, perngernaan PPh kerpada erxchangerr dapat disamakan serperrti 

permberrlakuran pada brokerr di burrsa saham. Transaksi jural berli Cryptocurrrerncy yang dapat 

mernghasilkan kerurnturngan serrta inverstasi yang mernghasilkan capital gain/capital loss jurga 

mernjadi poternsi PPh di Indonersia. Pajak Perrtambahan Nilai (PPN) tidak serbanyak PPh 

dikarernakan banyaknya asperk   yang   tidak terrpernurhi urnturk mernerrapkan PPN dalam 
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prosers bisnis Cryptocurrrerncy. Dalam prosers mining dan inverstmernt, Cryptocurrrerncy surlit 

dikernakan PPN dikarernakan pihak yang terrlibat dalam transaksi tidak   dikertahuri   serrta    

inverstor    tidak    bisa dikatergorikan serbagai Perngursaha Kerna Pajak (PKP). Poternsi PPN   

yang   bisa   digali dari Cryptocurrrerncy adalah terrkait prosers bisnis erxchanger dan 

commerrcer. Dalam prosers bisnis erxchanger, erxchangerr dapat dikernakan   PPN tambahan 

apabila terrdapat transaksi permberlian dari erxchangerr lain yang terlah dikurkurhkan serbagai 

PKP. Serdangkan dalam prosers bisnis commerrcer, merrchant yang terlah merlerwati batas 

omsert terrterntur wajib dikurkurhkan serbagai PKP serhingga barang/jasa yang dijural akan 

mernjadi Barang Kerna Pajak/Jasa Kerna Pajak dan dikernakan PPN. 

Berberrapa saran yang dapat diberrikan adalah Perrlurnya optimalisasi Serlf Assersmernt 

Systerm dalam pernarikan Pajak Pernghasilan (PPh) atas transaksi Cryptocurrrerncydi 

Indonersia. Berlurm terrserdianya aturran perrpajakan Cryptocurrrerncydalam perraturran 

perrurndang- urndangan perrpajakan Indonersia mernjadikannya sercara otomatis   turndurk pada 

salah satur perngaturran permurngurtan pajak dari pernggurnaan Cryptocurrrerncyolerh masyarakat 

Indonersia, yakni Urndang-Urndang Pajak Pernghasilan (UrUr PPh). Serlain itur, diperrlurkan jurga 

pernergakan hurkurm prerverntif permbayaran Pajak Pernghasilan atas transaksi Cryptocurrrerncy 

di Indonersia. Hal ini bisa dilakurkan   derngan urpaya perngawasan yang dilakurkan olerh 

Direrktorat Jernderral Pajak derngan turjuran merncergah Wajib Pajak   merlakurkan perlanggaran 

terrhadap aturran pajak danmermburat Wajib   Pajak   lerbih   terrtib   dan   paturh    dalam 

mermbayar pajak pada waktur yang terpat serrta pernergakan   hurkurm rerprersif   permbayaran    

Pajak    Pernghasilan atas transaksi Cryptocurrrerncydi Indonersia. Pernergakan hurkurm rerprersif 

merlipurti permberrian sanksi administrasi dan sanksi. 
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